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Tugas notaris dan Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan perseps yang sama
dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas
berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan
PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan
oleh undang-undang, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui jika akta notaris dalam bidang
pertanahan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan akta PPAT. Untuk menemukan jawaban dari
permasal ahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang
didasarkan data sekunder berupa studi dokumen dari perpustakaan juga dengan mewawancarai beberapa
narasumber sehingga diperoleh gambaran komprehensif dari permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum
dari akta peralihan tanah yang dibuat dihadapan notaris serta tanggung jawab notaris terhadap kewenangan
dalam membuat akta peralihan tanah tersebut. Akta peralihan tanah yang dibuat oleh notaris biasa disebut
surat keterangan ganti rugi. Akibat hukum akta ini memiliki konsekuensi berbeda dengan akta peralihan
yang dibuat oleh PPAT. Akta notarisini tidak menyebabkan tanah beralih kepemilikannya, aktaini hanya
sebagal salah satu syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Banyak pihak
yang karena ketidaktahuan akan hukum menyalahkan posisi notaris. Banyak pula notaris yang tidak
menyampai kan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepadanya dalam pembuatan akta.
Sehingga cel ah ketidaktahuan akan hukum inilah yang biasa digunakan penghadap untuk mengadukan
notaris atas akta yang dibuatnya. Secara hukum akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak
yang menghadapnya dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari aktanya tersebut.
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Duties of the notary and Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) often give rise to the same perceptions among
the public. Whereas, judging from its regulated in legislation, clearly different. Problems relating to land
issues sometimes create a notary and PPAT authority seems to overlap. The scope of the Act of creation by
PPAT has indeed determined by law, but not many people know if the notary deed in land areas have
different legal consequences by PPAT did. To find answersin this research, the author uses the form of
juridical normative research based secondary datain the form of study documents from the library as well as
with interviews of some interviewees so obtained a comprehensive overview of how the problems of the
legal consequences of the transfer of right made before a notary and notary liability against the authority in
making the transfer right of land. Transfer right of land made by notary isreferred to Surat Keterangan Ganti
Rugi (SKGR). Legal consequences of this land act have differences with made by PPAT. Notary deed is not
causing the ground switch ownership, this deed, just as one of the conditions to apply for land rights to the


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485423&lokasi=lokal

land Office. Many parties that due to ignorance of the law blame the position of notary public. Many notary
does not tell legal knowledge to the party that came to him or her in the making of deed. So this gap of
ignorance of law is used by the party to sue the notary commonly. Legal notary deed is made based on the
will of the parties that come before him or her and the notary responsible for formyl truth of it.



